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BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI DANA
DESA DI KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 40 ayat
(1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Dana Desa, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
Kegiatan Yang dibiayai dari Dana Desa di Kabupaten Kendal
Tahun Anggaran 2021;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah—-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara RI
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
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10.

11.

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
54935) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6570);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta,;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 266);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 160);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1633);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016
tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No.
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor
152);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor
98);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2020 Nomor 14);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2020 Nomor 38);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2020 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 12);
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Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI DANA
DESA DI KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

10.

11.

12.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah
tertinggal, dan transmigrasi.

. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan
daerah tertinggal, dan transmigrasi.

. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

. Bupati adalah Bupati Kendal.

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Kabupaten.

. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

. Pendamping Desa adalah tenaga pendamping profesional

yang direkrut dan ditetapkan oleh Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang
melaksanakan pendampingan desa dan berkedudukan di
kecamatan.

.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain
yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah
musyawarah antara badan permusyawaratan Desa,
pemerintah  Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan
esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan
yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan
kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP
Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan
dengan bidangnya.

Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang
membidangi urusan administrasi keuangan untuk
menatausahakan keuangan desa.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pelaksana
kegiatan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut
dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk
memperoleh Barang/Jasa oleh Pemerintah Desa, baik
dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui
penyedia barang/jasa.

Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan
masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal,
yang bersifat produktif  dengan mengutamakan
pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi
lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan,
mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan
rakyat.

Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh
faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID
19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan
korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi,
kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.

Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang
tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan
kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan
menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci
tangan dengan sabun dan air mengalir.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan
pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang
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26.

bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima
manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan
melalui musyawarah Desa.

SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa
kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata,
Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa
peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa
berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan
pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

BAB II
PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa mengacu pada prioritas penggunaan
Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam
Rencana Kerja Pemerintah Desa.

(1)
(2)

Pasal 3

Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh

Desa berdasarkan kewenangan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diarahkan wuntuk program dan/atau

kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui :

a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;

b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa;
dan

c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

Pasal 4

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi
nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk
pencapaian SDGs Desa :

a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan
usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;

b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa
berenergi bersih dan terbarukan; dan

c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang
diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan
usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan
konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional

sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian

SDGs Desa :

a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya,
dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
sebagai upaya memperluas kemitraan  untuk
pembangunan Desa;

jdih.kendalkab.go.id



(3)

(4)

(4)

(9)

b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan
ekonomi Desa merata;

c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting
di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan

d. Desa inklusif wuntuk meningkatkan keterlibatan
perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta
mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya
Desa adaptif.

Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf

c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa :

a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa
Aman COVID-19; dan

b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 5

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan
disepakati melalui Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas
Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita
acara.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan
Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.

Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 6

Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui
swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal
Desa.

Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja
paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan
Padat Karya Tunai Desa.

Dana Desa yang digunakan untuk mendanai
pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui
swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
Swakelola oleh badan kerja sama  antar-Desa
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(1)

(2)

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui
swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar desa
dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antara desa
dengan kelurahan untuk melaksanakan program
dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa.

Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara :

a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan
Prioritas Penggunaan Dana Desa;

b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;

c. memastikan  prioritas penggunaan Dana  Desa
ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa;
dan

d.ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan
Dana Desa.

Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan
masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana
Desa.

Pasal 9

Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP
Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun berdasarkan:

a. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
b. aspirasi masyarakat Desa.

RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman
dalam penyusunan APB Desa.

Pasal 10

Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan
yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah
mendapat persetujuan Bupati.

Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana
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(3)

(4)

(2)

(3)

10

Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 telah terpenubhi.

Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa
mengenai APBDesa.

Bupati mendelegasikan kewenangan persetujuan
penggunaan Dana Desa yang digunakan untuk
membiayai kegiatan yang tidak masuk dalam prioritas
penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), kepada Camat.

Pasal 11

Dana Desa yang diprioritaskan untuk pembangunan desa
digunakan untuk membiayai secara langsung kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan objek
belanja dan rincian objek belanja sebagai berikut :

a. belanja material/bahan baku bangunan;

b. upah tenaga kerja, tukang;

sewa peralatan;

. alat tulis kantor untuk kegiatan pembangunan;

prasasti pembangunan;

papan proyek dan dokumentasi kegiatan;

belanja cetak dan fotokopi/penggandaan untuk
kegiatan pembangunan; dan

. pengadaan peralatan atau belanja modal lainnya yang

digunakan untuk pelaksanaan kegiatan.

i. biaya penyusunan RAB dan gambar teknis untuk
pekerjaan  konstruksi tidak = sederhana. yang
membutuhkan tenaga ahli.

j- honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa.

Belanja material/bahan baku bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk
pengadaan material siap pakai.

Pembangunan dengan menggunakan material siap pakai
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan
dengan ketentuan dilakukan secara swakelola dengan
menggunakan sumber daya/bahan baku lokal untuk
material pendukung lainnya, dan diupayakan dengan
lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa
setempat.

Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan desa
wajib memasang papan proyek dan prasasti kegiatan.

Penyusunan RAB dan gambar teknis harus diperiksa dan
disetujui oleh perangkat daerah yang membidangi
pekerjaan umum.

Dana Desa yang diprioritaskan untuk pembangunan desa,

tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang

bersifat pendukung atau asesoris, dengan objek belanja

dan rincian objek belanja sebagai berikut :

a. honor/insentif/operasional/biaya perjalanan dinas
untuk kepanitiaan, tim, atau kelompok yang dibentuk
untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas

o a0

=
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fungsi;
b. belanja makanan dan minuman;
c. pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan.

(7) Biaya yang bersifat pendukung sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dapat dialokasikan dari Pendapatan Asli
Desa atau ADD.

(8) Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak
diperbolahkan digunakan untuk kegiatan pembangunan
kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah.

Pasal 12

Dalam hal Dana Desa yang diprioritaskan untuk
pemberdayaan masyarakat desa digunakan untuk kegiatan
pelatihan atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, maka Dana Desa dimaksud dapat digunakan untuk
membiayai secara langsung kegiatan, dengan objek belanja
dan rincian objek belanja sebagai berikut :

a. honorarium pelatih;

. Bantuan transport peserta;

alat tulis kantor;

. dokumentasi;

belanja makanan dan minuman;

belanja cetak dan fotokopi/penggandaan; dan

pengadaan peralatan atau belanja modal yang digunakan
untuk kegiatan pelatihan.

® 0o T

Pasal 13

Pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2021
berpedoman pada ketentuan umum sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Prioritas
Penggunan Dana Desa Tahun 2021.

BAB III
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Publikasi

Pasal 14

(1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa.
(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. hasil Musyawarah Desa; dan
b.data Desa, peta potensi dan sumber daya
pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP
Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen
APB Desa.
(3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi
kegiatan, dan besaran anggaran.

jdih.kendalkab.go.id
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Pasal 15

Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh
masyarakat Desa.

Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan
penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang
publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan
Permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan
dan/atau tertulis.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 16

Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui
Kementerian.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dalam bentuk dokumen digital
menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh
Kementerian.

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa
ditetapkan.

BAB IV
PELAKSANAAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Pengelolaan Dana Desa

Pasal 17

Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu)
tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan
tanggal 31 Desember.

Setiap pengeluaran belanja atas beban Dana Desa, tidak
dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa
tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Urusan dan Kepala
Seksi yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan
anggaran sesuai dengan bidangnya.

Pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) merupakan bagian PPKD yang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 18

Pelaksana kegiatan yang terdiri dari Kepala Urusan dan

Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat

(3), bertugas :

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
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b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang
tugasnya;

c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang
tugasnya;

e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan
penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan
yang berada dalam bidang tugasnya; dan

f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai
bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban
pelaksanaan APB Desa.

(2) Pembagian tugas Kepala Urusan dan Kepala Seksi
pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan bidang tugas
masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

Pasal 19

Pengadaan barang/jasa yang dibiayai Dana Desa berpedoman
pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa.

Bagian Kedua
Pencairan Dana Desa di RKD
Pasal 20

(1) Pelaksana kegiatan anggaran mengajukan pencairan dana
untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan
dokumen anggaran kegiatan.

(2) Dokumen anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan
oleh Kepala Desa.

(3) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan
pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran
belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu
kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan anggaran di desa.

Pasal 21

(1) Berdasarkan dokumen anggaran kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) pelaksana kegiatan
anggaran mengajukan SPP kepada Kepala Desa.

(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh
dilakukan sebelum barang dan/atau jasa hasil pengadaan
barang dan/atau jasa diterima.

Pasal 22

Kelengkapan dokumen dalam pengajuan SPP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) terdiri atas :

a. SPP;

b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan

c. lampiran bukti transaksi.
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Pasal 23

Dalam  pengajuan SPP  beserta kelengkapannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Sekretaris Desa
berkewajiban untuk :

a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang
diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban
APB Desa yang tercantum dalam permintaan
pembayaran;

c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud;
dan

d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kasi
pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi
persyaratan yang ditetapkan.

Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa

menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara
melakukan pembayaran.

Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai

dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah

mendapatkan persetujuan dari kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Pekerjaan
Pasal 24

Kepala Desa mengkoordinasikan pemeriksaan tahap
perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur
desa dengan Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan sesuai
RKP Desa.

Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mengutamakan
pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat
Desa.

Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa meminta bantuan
kepada Bupati Cq. Camat perihal kebutuhan tenaga ahli
di bidang pembangunan yang dapat berasal Organisasi
Perangkat Daerah  yang membidangi  pekerjaan
konstruksi dan/atau tenaga pendamping profesional.

Pasal 25

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,
dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian
dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan
pembangunan.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi :
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a. tahap pertama : penilaian dan pemeriksaan terhadap
40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan target
kegiatan,;

b. tahap kedua : penilaian dan pemeriksaan terhadap 80%
(delapan puluh per seratus) dari keseluruhan target
kegiatan; dan

c. tahap ketiga : penilaian dan pemeriksaan terhadap
100% (seratus per seratus) dari keseluruhan target

kegiatan.
Pemeriksa melaporkan kepada Kepala Desa perihal hasil
pemeriksaan pada setiap tahapan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menjadi bahan pengendalian pelaksanaan
kegiatan oleh Kepala Desa.

BAB V
FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Bupati melakukan fasilitasi pengelolaan Dana Desa.
Dalam melakukan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas

melakukan fasilitasi teknis melalui kegiatan peningkatan
kapasitas aparat pemerintahan desa dalam pengelolaan
Dana Desa.

Pasal 27

Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan

pengelolaan Dana Desa.

Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan
pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan
masyarakat desa;

b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penetapan
prioritas penggunaan Dana Desa; dan

c. melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi
pengelolaan Dana Desa.

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat dapat

melibatkan Pendamping Desa.

Pasal 28

Pengawasan dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat
atau instansi yang terkait yang mempunyai tugas di bidang
pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 7 April 2021

BUPATI KENDAL,
cap ttd
DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 7 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd
MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 27

Sahnansesual dengan aslinya,
~ KEPALA'BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

ZhirA
NUR FUAD, S.H., M.H.

- Pémbina Tk I
NIR-19700215 199003 1 006
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